
BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya mengenai status kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat di Desa Sukasari, Tempat ini berada kira-kira 80 km dari kota Medan, ibu kota Propinsi Sumatera Utara, Tahun 2004 terjadi pemekaran Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Perbaungan, sehingga Desa Sukasari kini berada di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Dan penulis telah melakukan penelitian pada 80 responden masyarakat yang berada di Desa Sukasari tersebut. Dan dibawah ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitan penulis yang dirangkum sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Status kepemiikan hak atas tanah di Desa Sukasari  ialah tanah kampung dan telah memiliki sertifikat Camat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengurus tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik, dikarenakan kurangnya dana masyarakat dan masyarakat menunggu program Pemerintah yakni PTSL.
2. Pemahaman masyarakat di Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Badagai mengenai status kepemilikan hak atas tanah sudah cukup paham. Sebagian masyarakat sudah cukup mengetahui tentang pentingnya status kepemilikan hak atas tanah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dan wawancara yang diberikan oleh Kepala Desa 

Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Deli Serdang.

3. Kendala dalam pengurusan status kepemilikan hak atas tanah Hukum Masyarakat di Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Badagai memiliki hambatan yaitu lamanya penyelesaian setifikat kepemilikan status hak atas tanah. Penyebab lamanya penyelesaian sertifikat kepemilikan hak atas tanah karena kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan pengurusan dalam kepemilikan status hak atas tanah.
B. Saran

1. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai program pendaftaran tanah, mungkin sebulan 2 kali tentunya di tempat yang berbeda-beda untuk mengatasi ketidak tahuan hukum masyarakat dalam mendafatarkan tanahnya.

2. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai batas waktu pendaftaran peralihan hak atas tanah hak milik dan sanksi pihak yang tidak melaksanakannya.
3. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem dalam status kepemilikan hak atas tanah yang baik dan benar,sebaiknya dapat di tanya melalui ketua dusun atau kamling setempat, jika belum memiliki jawaban yang puas, bertanyalah ke kantor notaris terdekat atau ke kantor BPN setempat. Walaupun hanya sekedar bertanya, karena lebih baik bertanya dari pada tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Kemudian masyarakat juga harus berhati-hati karena banyak oknum yang suka menyalahgunakan.
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